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ABSTRAK

Kawasan perdagangan bebas ASEAN (AFTA) yang mulal berlaxu
seiak tanggal 1 Januar 2003 yang mengarah Kepada liberalisasi pasar ini
oukan hanya berpengaruh terhadap perdagangan barang negara-negara
anggotanya saja, namun juga terhadap pergerakan investasi, jasa dan
jugea masalah perburuhan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya
penggunaan upah buruh yang rendah seria pelaksanaan nukum
kelenzgakerjaan vyang lunak sebagal keunggulan komparstif  untuk
menark masuknya investor asing. Keadaan tersebut menyebabkan
persaingan uniuk menarnk minat investor asing antar sesama negara
anggota ASEAN zkan semakin terbuka luas dan hal ini memungkinkan
teriadinya relokasi perusahaan diantara sesama negara anggota ASEAN
tzk dapat dihindari yang semuanya adalah demi mencapai efisiensi dan
keuntungan yang lebih besar

Permasalahan yang dibahas yaitu mengenal bagaimana
perkembangan hukum ketenagakeraan Indonesia dan kaitannya dengan
AFTA, sejauh mana urgensi sebuah standar perburuhan dalam kerangka
kerja sama AFTA dan apa implikasi dari standardisasi perburunan dalam
kerangka kerja sama AFTA bagi hukum ketenagakernjaan Indonesia

Metode penelitizn yang digunakan adgalah yuridis normatif  yaiu
penelitian yang bersumber pada data sekunder maka pengumpulan data
dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan. Pengumpulan data
dengan cara ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer yang
terasal dan deklarasi, perjanjian-perjanjian internasicnal dan peraturan
perundang-undangan ketenagakerjaan Indonesia dan bahan nukum
sekunder yang berasal dari buku-buku, jurnal hukum, sural kabar, maupun
situs internet. Bahan hukum tertier juga digunakan, seperti kamus dan
bibliografi.

Dar hasil  penelitian  maka disimpulkan bahwa  nukum
ketenagakerjzan Indonesia belum cukup memberikan kepastian hukum
menjamin - ketenangan berusaha Selain itu dalam upaya menuu
liberalisasi pasar kerja ASEAN sebagai realisasi dari AFTA ini, diperlukan
sebuan standar yang mengatur masalah  perburuhan disebabkan
bervanzssinys tingkat pertumbuhan dan pendapatan dar negara-negars
anggeta AFTA yang menyebabkan bervariasinya pula tingkat pekena
serta agar persaingan untuk menarik investor asing untuk menanamkan
modal ini tidak menimbulkan konflik yang akan mengganggu siabilitas
kawasan. Berkaitan dengan hal tersebul perlu segera dilakukan upaya
peningkatan kualitas pekerja Indonesia agar dapat bersaing dengan
negara-negara anggota AFTA lainnya. : ~
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PENDAHULUAN s

A.  Latar Belakang

Perkembangcan pohuk dan ekonomi internasional vang bergerak sangal
cepat menuntut negara-negara di dunia untuk dapat mengambil suatu kebnakan
vang tepat bagl negaranva agar dapat bersaing di duma niemasional  etap
negara akan semakin menvadart  bahwa  eksistensinya  dalam  percaulan
internasional akan ditentukan oleh kestabilan ekonomi negaranya, Pembangunan
dunia ini akan lebih berhasil apabila dilaksanakan melalnn  peminokatan
perdagangan internasional dengan sistem yang lebih adil dan terbuka <esuai
dengan arus globalisas: vang terjadi saat i

21 lihat dari sudut ekonomi dan politik, globalisasi merupakan proscs
perubahan organisasi dari fungsi Kapitalisme vang ditandai dengan muncuinya
integrasi pasar dan perusahaan-perusahaan  (ransnasional dan  teruneggalnva
institust supranasional.’ Seinng  dengan  berlangsungnva  proses  globalisasi
ckonomi, kerja sama regional dalam bidang ckonomi dan perdagangan  semakin
berkembang dan dikembangkan, Hal inr dapat terlihat dengan direalisasikannya
Pasar Tunggal Eropa, berdinnva North America Free Trade Area (NAFTA 1L dan
semakin maraknya usaha untuk menciptakan kenja sama di kawasan Asia Pasifik

melalm APEC,

" Aloysius Uwiyono, Tmplikasi Hukum Pasar Bebas dalam Kerangka AFTA terhadap Hukum
boetenagakerjaan di Indonesia, " Surnal Hkem Bisnis 22:41 Januan 2003,



Kerja sama ekonomi regional 1 pada dasarnva bertwjuan  untuk
mendorong  dan menciptakan perdagangan bebas i antara sesama ncgara
anggotanya. Schingea seuap negara anggota harus berusaha untuk meningkathan
kualitas produksinva apar dapat bersaing dengan produks dam negara anggota
lainnya.

Selain 1w, kerjasama ekonomi regional juga bertujuan schagar langkah
persiapan dalam menuju suatu globahsast ekonomi vang lebih luas dan kompennl
vang selama beberapa dekade terakhir menjadi trend dumia dengan nama kawasan
bebas perdagangan atau vang lebih populer dalam bahasa Ingens “Free frude
Area | FTA)

Secara sederhana, FTA dapat diarukan sebagm upava dua atau lebih
negara untuk menghapuskan berbagai hambatan di hidang perdagangan barang
maupun jasa vang sebelumnya berlaku di antara mereka -

Associarion of Sowth East Astan Nations ( selanjutnyva di singkat dengan
TASEANT ) sebapar orgamisasi regional vang twjuannva untuk memngkathan
pertumbuban ekonomi, kemajuan sosial. dan pengembangan kebudavaan negara-
negara anggotanya seolah ndak mau teminggal dengan trend dunia int ASEAN
telah sgjak lama mengupavakan terbentuknyva FTA di kawasan Asia Tengeara i

Dimular dengan Konferens: Tingkat Tingm (KTT) ASEAN di Bali pada
iahun 1977 dengan ditandatanganinva sebuah perjanpian vang dibert nama /he
Agreement on ASEAN on Preferential Trading Arvangement. Inti dari perjanjian

terschbut adalah suatu negara ASEAN akan membenkan perlakuan khusus

“ Hikmahanmto Juwana," AFTA dalam Konteks Hukum Ekenomi Tnternasional, ™ furned Huksn
“owus 2205 Januari, 2003
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PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uralan-uratan  diatas maka dapat ditank kesimpulan

sebazar berikul ¢

[}

Fonsep pembentukan AFTA yvang mengarah kepada hberalisas: pasar telah
membenkan pengaruh bagl negara-negara anpeotanva. hukan hanva dalam
hidang perdagangan barang namun juga terhadap pergerakan investast, jasa,
dan juga ketenagakerjaan vang bersifat lintas batas negara.

Liberahisasi pasar kerja ASEAN vang merupakan realisasi kerangka kerja
sama di sektor jasa dalam AFTA tidak akan dapat terwujud apabila tidaka
ada sebuah standar vang mengatur masalah perburuhan berupa standar
kompetensi diantara sesama negara anggotanva disebabkan oleh adanva
perbedaan dalam hal kondist pekerja dan Kualitas sumber dava manusia sena
standar keahhan di masimye-masing negara anggota

Perdagangan bebas mengakibatkan  semakin besamyva  persamgan  dan
negara-negara berkembang untuk menank minat investor asing menanamkan
modal terutama di negara berkembang Hal mi mengakibatkan tegadimya
mabilitas modal dan satu negara ke neeara lamnya dapat lenadr dengan
sangat cepat dan mudah sehingga relokasi perusabaan dan satu negara ke
negara lainnya tidak dapat dihindari oleh karena investor selalu mencari

ncgara vang paling dapat memberikan keuntungan lebih besar. Relokasi i
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